
BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PEI,AKSANAAN,

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN' MONITORING

DANEVALUASIHIBAHPEMILIHANBUPATISAMBASDAN
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2OL5

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI SAMBAS,

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44

Tahun 2oo7 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2oo9 tentang

Perubahan atas -Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 44 Tahun 2oo7 tentang Pedoman Pengelolaan

Belanja Pemiiihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Xepala Daerah sebagai pedoman pengelolaan dalam

,"rgt" pemberian rriuarr penyelenggaraan Pemilihan

Bup"ati Sambas dan wakil Bupati sambas Tahun 2015

telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
bahwa dalam rangka pemberian hibah
penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil
bupati S-ambas yang tertib administrasi, transparan
d; dapat dipertan[gungiawabkan (akuntabel) perlu

diubah dan disesuaikan tata cara penganggaratT,

pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban'
pelaporan, monitoring dan evaluasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan
pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan
wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
DalaL Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang
perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan
pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
sambas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Penganggaratr, Pelaksanaan, Penatausahaan,
pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan

b.

C.



Mengingat

Evaluasi Hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil

Bupati Sambas Tahun 2O15;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang

Penetapat U"i""g-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 Pembentukai naerah Tingkat II di Kalimantan

p.*U.rtn N"g.t. Republik 
-lndonesia Nomor 9 Tahun

1953, Tambalian l,emtaran Negara Republik Indonesia

Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara

Republik IndoneJia Nomorlz f^hun 1959' Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Unda:ng Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan ni.?*i (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tah"un 2003 Nomor 447 ' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor a286\;

3. Undang-UndJng Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendah ui^i Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Unlang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungi"ylP
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahui 2AO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa00);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Kiuangan antara Pemerintah Pusat dan
pemerintahan naerlh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126' Tambahan

Lembaran Negara Nomor aa56\;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan baerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 244' Tambahan

LembaranNegaraRepublikindonesiaNomor55ST)
sebagaim",'""t"l,hdiubahbeberapakaii,terakhir
deng-anUndang-UndangNomorgTahun2ol5tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun2ot4tentangPemerintahanDaerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58'

TambahanLembaranNegaraRepubtiklndonesia
Nomor 56791;

7. Undang-Urd"ttg Nomor 1 Tahun 2A15 tentang

Penetapan Perituran Pemerintah Pengganti Undang-

UndangNomorlTahun2ol4tentangPemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Und.ang(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun
2015Nomor2g\sebagaimanatelahdiubahdengan
Undang-Undang Nomor B Tahun 2Ol5 tentang

Perubahan atas-undang-undang Nomor 1 Tahun 2o15

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undan[ Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang
pemilihan Gubirnur, Bupati, dan walikota menjadi

Undang-Undang(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun2olsNomor5T,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5678);



8.

9.

PeraturanPemerintahNomor53Tahun2005tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

irlpirurif. Indonesii Tahun 2005 Nomor 140'

tamUattan Lembaran Negara Nomor a5781;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah' yan:g telah

bebJrapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 172 TaLIur^ 2014 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OLA

tentlng Pengadaan Barang/Jasa 
- 

Pemerintah

1i"*Ur:t., Negira Republik ,Indonesia Tahun 2014

Nomor 368, tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor5642);
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah'

sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir
dengF.n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

PedomanPengelolaanKeuanganDaerah(BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2OtL Nomor 310);
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Dana Kegiatan -Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta waiikota dan wakil walikota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor5lTahun2olstentangPerubahanatas
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2ol5
tentangPengelolaanDanaKegiatanPemilihan
Gubernur dari Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
L2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2alL

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial, yang bersumber dari Anggaran P9n$apatan dan

Belanja Dierah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2ol2
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

NegeriNomor32Tahun2o1ltentangPedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

NegaraRepubliklndonesiaTahun2o|2Nomor5a0);
13. peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2OL4

tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatan
dan BJanja Daerah Tahun Anggaran 20i5;

L4. Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 4 Tahun
2oostentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan
Daerah(LembaranDaerahKabupatenSambasTahun
2008 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pembentukan susunan organisasi dan

TataKerjaPerangkatDaerahKabupatenSambas
(Lembaran Daerah Kabupaten sambas Tahun 2008
Nomor 9);

10.

11.



MenetaPkan

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sambas Nomor LO Tahun 2015

tentang Tata Cara e'''g,,,gs"{"',. r."ut.sartaa!, Penatausahaatt,

pertanggungiawaban, Pelapor"ri,-ffi"itori1S dan Evaluasi Hibah Pemilihan

Bupati Sambas dan watil ilp"ti sryt-1s. Tahun 2015 (Berita Daerah

Kabupaten Sambas Tahun 2015 lf,o*ot LO), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat {10}' sehingga

Pasal 14 berbunYi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBA}IAN ATAS PERATURAI\

BUPATI SAMBAS NOMOR 10 TAI'IT]N 2015 TEXVTANG TATA CARA

PENGANCCANEN,PELAKSANAAN,PENATAUSAHAAN'
PERTANGGUNGJAWABAN,PELAPORAN,MONITORING
DANEVALUASIHIBAHPEMILIHANBUPATISAMBASDAN
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2OI5.

(1)

t2l

Pasal 14

penerima hibah bertanggunglawab secara formal dan material atas

penggunaan hibah yang ditgrimanya
F*rto:nggrrngiawabanpenerimahibahmeliputi:
a. laporan Penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab y?1q-aenyatakan bahwa hibah- 

yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. t rU{i-t kti pengeluaian yang lengkap 9"1 "* sesuai peraturan

perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang'
pertanggung"*"U* JeUagaim-ana dimaksud pada ayat {z1huruf a dan

b disampaikan r."p"a" Bripati melalui SKPD terkait dan SKPD terkait

meneruskan ke pbxo *"i"lri Bendahara Pengeluar"" !P{P. dengan

tembusan ke Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten

(3)

Sambas.
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c asli

dislmpan dan digunakan oleh penerima hibah selaku obyek

p"*"iik"aan dan fotocopy disimpan SKPD. terkait'
(5) Apabila sampai dengan berakhirnya kegi atan pelaksanaan Pemilihan

Bupati sambas dan wakil Bupati- s1mb11 masih terdapat sisa dana

hibah pada Bendahara Belanj* Hiur.rt KPU Kabupaten sambas, sisa

dana hibah pada Bendaharu- ir.r*r,slu Kabupaten Sambas, sisa dana

hibah pada Bendahara Polres Sambas dan sisa dana hibah pada Kodim

t2a2 ABW Singkawang, wajib menyetor kembali sisa dana hibah

sepenuhnYa ke Kas Daerah'
(6) XpU rauupaten sambas bertanggung jawab secara fisik dan keuangan

terhadap belanja hibah Pemilitiin Bupati Sambas dan Wakil Bupati

sambaJyang dikelola oleh KpU Kabupaten Sambas.



(7) Panwaslu Kabupaten-sambas bertanggung jawap-secara fisik dan

keuangan terhadap belanja hibah pemilihan-Bupati sambas dan wakil

Bupati S"*;;";airg dikeiola oleh Panwaslu Kabupaten Sambas'

(8) polres Sambas bertanggu"J:"*"t secara fisik 6an keuangan terhadap

belanja hibah pemilihan dupati sambas dan wakil Bupati sambas

yang 
-dik"lol" 

oleh Polres Sambas'

(9) Kodim no;, ABW Singkawang bertalggrrg jawab secara fisik dan

keuangan terhadap belanja hib;h Pemilihan 
-Bupati Sambas dan Wakil

Bupati S"*U." Vaig dikeiola oleh Kodim l2O2 ABW Singkawang'

(10) Format Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2\, tercant r* a.tamllampiran I Peraturan Bupati ini'

2.

3.

Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan

Bupati ini.

Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam l"ampiran III Peraturan

Bupati ini.

Pasal II

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatanrrv" a"r"ot Berita Daerah Kabupaten sambas'

DitetaPkan di Sambas

Pada tanggal

BUPATI SA}IBAS,

TTD

JI'LIARTI I}JUI{ARDI ALUTI

Diundang!<an di Sambas
pad.a tanggal 27 Agustus 2015

SEKREIARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERTTA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan AslinYa
KEPALA BAGIAN HUKUM .

NrP. 19640112 200003 1 003

DAN

MABIA]IIS
(IV/a)



I.AMPIRAN I

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERATURAN BUPATI SAMBAS

33 TAHUN 2015

27 AGUSTUS 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOh'IOR 10 TAHUN

2015 TtrNTANG TATA CARA PENGANGGARAN' PtrLAKSANAAN'

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN' PtrLAPORAN'

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS

DAN WAK]L BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

BUPATI SAtrIBAS,

TTD

JULIARII nIUHANDI ALWI

MARIANIS
bina I {Iv/al

NIP. 19640112 200003 1 003

PEMILIHANBuPATIsAMBAsDA}IWAKILBUPATISAMBASTAHI,N2oIS



LAMPIRAN II

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERATURAN BUPATI SAMRAS

33 TAHUN 2015

27 AGUSTUS 2015

PERUBAHAN AIAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 10 TAHUN

2 O 1 5 TENTANG'TATA CARA PENGANGGARAN' PELAKSANAAN'

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN' PEI-APORAN'

MONITOzuNG DAN EVALUAS1 HIBATI PEMILIHAN BUPATI SAMBAS

DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

ILIHAN

PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BIIPATI SAMBAS

UNTUK KPU;;;;ATEN SAMBAS DA}T PANWASLU KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015

masa kerja Paiing
lama 8 bulan

masa kerja Paling
iama 8 bulan

sda
sda
sda

masa kerja Paling
lama 3 bulan

sda
sda

masa kerja Paling
iama 8 bulan

masa kerja Paling
lama 8 bulan

sda

masa kerja Paling
iama 8 bulan

masa kerja Paling
lama 8 bulal

masa kerja Paling
lama 2 bulan

sda

5,000,000.00
4,500,000.00

2,OOO,OOO.OO

1,250,000.00
1,OOO,O00.oo

750,000.00
500,000.00

300,000.00
250,000.00
200,ooo.oo
150,ooo.oo

1,250,000.00
1,OOO,0oo.oo

800,000.o0
600,000.00
500,000.00

500,0o0.00
400,000.00

400,000.00
300,ooo.oo

300,000.00

400,000.00
300,000.o0
200,000.00

orglbln
orglbln

orglbln
org/bln
orglbin
org/bln
orglb1n

org/bln
orglbln
orglbln
orglbln

orglb1n
org/b1n

orglbln
orglbln
orglbln

org/bln
org/bLr

org,/bln
org/b1n

orgl bln

org/ paket

org/ paket
org/ paket

1 org

4 org

1 org

4 org

1 org

8 org

5 org

1 org
1 org
1 org
7 org

1 org
4 org

KPU KabuPaten

a. Ketua

b. Anggota

Sekretariat KPU KabuPaten

a. Sekretaris

I b. Kasubag
c. Bendahara
d. Pelaksana

e. Tenaga Pendukung

Po\ia KPU KabuPaten

a. Pengarah

b. Ketua
c. Sekretaris
d. Anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

a. Ketua
b. Anggota

Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK)

a. Sekretaris

Pemungutan Suara (PPS)

a. Ketua
b. Anggota

Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara (PPS)

a. Sekretaris
h. Urusan Teknis

Penyelenggaraal
c. Urusan TU Keualgan

lompok Penyelenggara

Pemungutan Suara {KPPS)

a. Ketua
b. Anggota
c. Linmas



masa kerja Paling
Iama 2 bulan;

dapat lebih dari satu

orang sesuai dengan

rasionalisasi jumlah
pemilih

masa kerja Paling
lama 1 bulan

masa kerja Paling
lama 8 buian

masa kerja Paling
lama 12 bulan

masa kerja Paling
lama 12 bulan

sda

sda

masa kerja Paling
lama 5 bulan

sda

masa kerja Paling
lama 3 bulan

sda

masa kerja Paling
lama 3 bulan

sda

masa kerja Paling
lama 3 bulan

sda

masa kerja paling
lama 3 bulan

sda

300,000.00
100,000.00

300,o00.00

400.000.00
200,ooo.oo

5,O00,000.00
4,500,o00.0o

2,0oo,ooo.oo
1,000,000.00

1,000,000.00
1,O00,ooo.oo

250,000.00
200,000.00
r50,000.00

250,OOO.OO

200,ooo.oo
150,oo0.0o

250,000.00
200,000.00
150,OO0.00

250,000.00
200,000.00
150,000.oo

250,000.o0
200,000.0o
150,O00.00

org/bln

org/bln
orglbln

orglbln
org/b1n

Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih (PPDP) :

a. Honor
b. TransPortasi lokal

Petugas rekrutmen calon anggota

PPK dan PPS kecamatan

a. Honor

a. Tingkat KabuPaten

b. Tingkat Kecamat.an

Panw-aslu KabuPaten

a. Ketua

b. Anggota

Kabupaten
a. Sekretaris

b. Bendahara

c. Pelaksala Teknis

d. Tenaga Pendukung

Anggota Pokja Sentragakkumdu

Pokja Sengketa Pemilu

Panwaslu KabuPaten
a. Ketua
b. Sekretaris

c. Anggota

Anggota Pokja Pengawasan DPT

Panwaslu KabuPaten

a. Ketua
b. Sekretaris
c. Anggota

Pencalonan Pamvaslu KabuPaten

a. Ketua
b. Sekretaris
c. Anggota

Panwasiu KabuPaten

org/bln
org/bln

org/bln
org/bln
org/bin
orglbln

org/bln
org/bln
org/bln

orglbln
orglbin
org/bln

orglb1n
org/bln
orglbln

orglbln
orglbln
org/blrt

org/b1rt
org/bln
orglbln



masa kerja Paling
lama 1 bulan

sda

masa kerja Paling
lama 1 bulan

sda

masa kerja Paling
lama 1 bulan

sda

masa kerja Paling
lama 1O bulan

masa kerja Paling
lama 8 bulal

sda

masa kerja Paling
lama 3 bulan

sda

masa kerja Paling
lama 1 bulan

sda

masa kerja Paling
lama l bulan

sda

masa kerja Paling
lama 6 bulan

250,000.00
200,0o0.00
150,000.00

250,OOO.0o

200,000.0o
150,ooo.oo

250,000.00

200,000.00
150,000.00

1,250,000.00
1,O0o,0oo.oo

700,000.0o
600,000.00
500,o00.00

200,ooo.oo
150,000.00
100,000.00

200,000.00
150,000.00
100,000.00

200,000.oo
150,000.00
100,o00.00

500,000.o0

orglbln
orglbln
org/bln

org/b1n
org/bhr
orglbln

org/blrt
orglbln
org/bkr

orglbln
org/bln

org/bln
orglbkr
orglbln

org/bln
org/bln
org/b1n

org/bln
org/bln
org/bln

Pungut Hitung Panwaslu KabuPaten

a. Ketua
b. Sekretaris

c. Anggota

i dal PenetaPan Hasil

Panwaslu KabuPaten

a. Ketua

b. Sekretaris
c. Anggota

Pokja Pengawasan PHPU

Panwaslu KabuPaten

a. Ketua

b. Sekretaris
c. Anggota

Panwaslu Kecamatan

a. Ketua
b. Anggota

Panwaslu Kecamatan

a. Sekretaris

b. Bendahara
c^ Tenaga Pendukung

Pokja Pengaw-asan DPT dan

Kampanye Panwasiu Kecamatan

a. Ketua

b. Sekretaris
c. Anggota

Polia Pengawasal Pungut

Hitung Panwaslu Kecamatan

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Anggota

Anggota Pokja Pengawasan

Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan

a. Ketua
b. Sekretaris

c. Anggota

Petugas Pengawas Pemilu

Lapangan di Desa (PPL)

org/bln
orglbln
org/bln

orglbkr



masa kerja Paling
lama 1 buial1.115 orgtugas Pengawas TPS (PIPS)

BUPATI SATUBAS'

T?D

JULIARTI ITIUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan AslinYa
KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN PERUUDANG-U

MARIANiS
I $Ylal

NrP. 19640112 200003 1 003



T,AMPIRAN III

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PER,{TURAN BUPATI SAMBAS

33 TAHUN 2015

27 AGUSTUS 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 10 TAHUN

2Oi5 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN' PELAKSANAAN'

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJA\'IABAN' PELAPORAN'

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS

DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

BUPATI SA}IBAS,

TTD

JULIARTI IUUI{ARDI ALNN

STATOEN PENETAPAN BIAYA TI;N(iATVIIrrlilI T P:t I gY

PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAI{ WAKIL BUPATT SAMBAS I'NTUK KODIM I2O2 A",VI SINGI{AtrT^,{G TAIIUT{ 2015

** menyesuaikan dengan huga BllM Resmi

ymg dikelutrkan oleh Pemerintah

10,000.o0

30,000.00

200,oo0.o0

75,O00.oo

orglh'r

orgl/hr

hai

htri

1 org

1 org

1

1

Salinan Sesuai Dengan AslinYa

KEPALA BAGIAN HUKUM

MARIANIS

NIP. 19640112 200003 1 003


